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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 128 TAHUN 2023
TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
untuk  mewujudkan  pelayanan  informasi dan
dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu
ditetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Selatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33C Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, yang
Komisi Pemilihan Komisi

menyatakan Umum,

Pemilihan @ Umum  Provinsi/Komisi = Indenpenden

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menjaga



Mengingat

kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum
dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Selatan tentang Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Selatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi = Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi



10.

11.

12.

13.

14.

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1676);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang

Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan
Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK
Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagai Informasi yang

Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN 2023.
Menetapkan Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah melalui Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 sebagai
informasi yang dikecualikan.
Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sampai dengan
nama-nama yang tercantum dalam Model B.1-KWK
Perseorangan memberikan persetujuan secara tertulis
dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang
tercantum dalam  Model B.1-KWK Perseorangan dalam
jabatan-jabatan public.
Menetapkan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir A-KWK
yang digunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai informasi
yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Solok Selatan.



W KA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Jangka waktu pengecualian Informasi Daftar Pemilih pada
Formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA ditetapkan sampai dengan:

1. Nama-nama yang tercantum pada Formulir Model A-KWK
telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau
berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum
dalam Formulir Model A-KWK tersebut dalam jabatan-
jabatan publik; dan

2. Formulir Model A-KWK diumumkan oleh Panitia
Pemungutan Suara kepada masyarakat selama jangka
waktu yang telah ditentukan dengan mengutamakan
prinsip perlindungan terhadap informasi data pribadi
Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
perlindungan informasi data pribadi.

Informasi Daftar Pemilih yang terdapat dalam  Formulir

Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

dapat menjadi Informasi Dikecualikan Terbatas dengan

ketentuan Pemohon Informasi mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

I_;inda Susanti

“epala Sub Bagian Hukum dan SDM
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